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Pengertian

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang digunakan sebagali acuan pengguna anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.




Fungsi DIPA

* Dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker
* Dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN

 Alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, APBN, dan
perangkat akuntansi pemerintah




Berdasarkan pembagian anggaran dalam &~%®
DIPA dikelompokkan atas: q

 DIPA K/L
1. DIPA Induk

Akumulasi dar1 DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran
menurut unit Eselon I (K/L) yang memiliki alokasi anggaran.

2. DIPA Petikan

DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi
mengenai informasi kinerja, rician pengeluaran, rencana penarikan dana dan
perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam
pelaksanaan kegiatan Satker.

 DIPA BUN

Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara (KPA BUN).



* DIPA disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-
masing K/L atau Satker yang telah disetujui oleh DPR RI. DIPA tersebut
disusun dengan mengacu pada rincian APBN yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Presiden.

 Untuk Tahun 2025, penyusunan DIPA dilakukan berdasarkan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang peraturannya
merujuk pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dan telah disesuaikan dengan
penataan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga Negara Kabinet Merah
Putih.
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Akuntansi Kas

 Akuntanst kas adalah sistem pencatatan transaksi keuangan
berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas.

 Menurut PSAP 03 (Laporan Arus Kas), kas mencakup uang tunai dan
saldo bank, sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek
yang sangat likuid dan mudah diubah menjadi kas tanpa risiko
perubahan nilai signifikan.

* Contoh Penerapan
* Penerimaan pajak dicatat saat uang masuk ke kas negara.

* Belanja pemerintah dicatat saat pembayaran dilakukan.
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*  Menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar
*  Mengukur kemampuan entitas dalam menghasilkan kas.
*  Menilai likuiditas dan solvabilitas jangka pendek.

Memudahkan pengawasan kas




Tujuan Akuntansi Kas

*  Menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar
*  Mengukur kemampuan entitas dalam menghasilkan kas.
*  Menilai likuiditas dan solvabilitas jangka pendek.

Memudahkan pengawasan kas
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Hubungan Akutag
Danadan Kas
....... 3 @ T

¢ & Mencatat tranksaksi

HEE ReptRlen S s T penerimaan/pengeluaran kas dari dana

tersebut.

AKUTANSI DANA

.
T

Keduanya saling melengkapi dalam pelaporan
keuangan yang transparan dan akuntabel
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Perbandingan Akuntansi Dana vs

Akuntansi Kas

Aspek

Akutansi Dana

Akutansi Kas

Fokus

Pengelolaan dana
berdasarkan tujuan

Pencatatan kas masuk
dan keluar

Basis Pencatatan

Bisa kas atau akrual

Hanya kas

)

Tujuan

Pengawasan
penggunaan dana

Pelaporan arus kas

Kompleksitas

Lebih kompleks

Lebih sederhana

Contoh Penggunaan

Dana BOS, Dana Desa

Belanja rutin,
penerimaan pajak




Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan
Anggaran

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran,
dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana
Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran,

b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi
Revisi Anggaran,

c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat
(Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer
Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga
Masing-Masing,




2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang
Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ),

b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek,

c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan
Efektivitas Belanja (Value For Money),

d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang
Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
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3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan  Akselerasi  Operasionalisasi  dan  Pelaksanaan
Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi
Kabinet

b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins
Presiden RI,

‘/‘
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BE BOLD,

4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran,
dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran,

b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal,

c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta
Pelaporannya,

‘/‘
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Pemisahan Kewenangan ‘
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PENGGUNA

ANGGARAN =

Menteri/Kepala
Lembaga
aki Fengguna
nggaran (PA) Menteri Keuangan
e laki BUN
o (AR Y (AR Y
Kepala Satuan
Keria Mende logasikan Kewenangan
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Kuana Pengguna
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Manunjuk | i
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PREPM Kepala KPPN Perbandaharaan \
PIK \RENGWISRN Ol laku Kuasa BUN Aku Kuaos Bon |
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Pombayaran) \
vengurusan i Pangurusan Pencairan Dana (Romtabel) 1
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1. Menyusen DIFA } i | b) melokukan pembayaran tagihan pak Eetiga sebaga pengeluaran anggaran dan
imaamwnmmwwmmmﬁ&m ¢) melstudan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuass BUN Pusat
Menetapkan hepals satker atau pejabat lain sebagai {bersitat & |
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3] Sather dgsmpn cleh pejabat yang bersdat lomsioner. | ) melsksanakan standar operasional prosedus pengujian SPM dan penerbitan SP2D;
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:;' mmm’mmwm | @ memastikan Sather menyampaitan rencana penarikan dana yang tepat waktu dan
akurat

— d) melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dalam rangia manzemen kas, dan
| € memantau pencaran anggaran kepada penenma pembayaran
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Kuasa
Pasal 182-186 DIpp

Tugas dan Wewenang

Pelaksana Tugas KPA
v Menyusun DIPA;

v 3
M S e Jabaran  tidak  terisi  dan

v Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam menimbulkan lowongan jabatan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; Jgabatan EFA' dianggap: -

S % G e berhalangan &panila;
% et wown. p gitan dan "\ | Bejabet dafinieis cidak
4 dapat ertuqas > 45
v Melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan hari kalendar
pengeluaran anggaran belanja negara;
v Melakuk penguji ihan  dan  perintah a. pejabat 1 (satu) tingkat dibawah
pembayaran atas beban anggaran negara: kepala salker yang memiliki Lusi I
v Memberikan supervisi, § Itasi, dan pengendali 4 kaiz ¥=uangan/umamr/ rumah
pelaksanaankoglaundananggaran, tangga/tata usala Tidak
v M b dok dan ksi kepegawaian/perlengakep manjabat
yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan Menteri/Pimpinan Lembaga b, pejabat 2 (dua) tingklt dibawah  sebagai
anggaran; dan dapat menetapkan plt KPA —» kepzla satker yang memiliki tuai PPK
v Meny lap P gan dan kinerja sesual dengan kezentuan terkait ke‘.l:?.llqéll-l ‘dalar.l_ hal
d k p P d d \ pejabat pada huruf a berbalangan
9 9 9 \
Bertanggung jawab secara: \\ ¢, Merupakan Felabat pelaksana
a, formil: tangguig jawad aiss pelatsansan Lugsa dan \ tugas kepalz Satker atau psiabat
wewenang KPA )

5 MGLRaAES L i Seusk Hhes e GATRAT ARG laln selain kepala Satker dalem
: 1, TAEngAung Javab atas penggunzan arqgara 1 e HEAa TTu
dan’ kelvaran vang dihasllkan atag hepan anggaran hal 'pep.hat _._,ad'n huruf a dan
negara kuruf b berhalangan atau
menjabat sebagai FPE
Teretapan tidak terikat Tahun Anggaran dan berakhir
saat satker dilikuidasi atau tidak mendapatkan
anggaran DIPA

(e g
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Pejabat

Yt Pasal 188-189 J

melakukan tindakan

yang mengakibatkan pengeluaran anggaran balania

¥ ;;na'- pelal keglatan dan penarikan Bertanggung jawab terhadap:
¥ a. Kebenaran materiil dan akibat dari penggunaan bukti hak
v bitkan surat p jukan penyedia barang/jasa; tagih
v Memt datangani, dan melak kan perjanjian dengan b. Kebenaran data supplier dan data kontrak pre—
penyedia barang/jasa; <. Keseseusaian barang/jasa dengan spesifikasi teknis :
v bt ¢ d. Penyelesaian penguji. ihan dan penerbitan SPP tepat
waktu h
¥ Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang
dilakukannya;
¥ Mengendalikan pelaksanaan perikatan; Dibantu oleh PPABP dan PBDK untuk admini: i belanja pegawai
v M ji dan datangani surat bukti mengenai hak tagih a. PPABP memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan
kepada negara; pengelolaan administrasi belanja pegawai
i dan gani SPP atau do} lain yang b. PBDK memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan

dipersamakan dengan SPP; pengelolaan administrasi kepegawaian untuk pembayaran belanja pegawai
melalui interkoneksi antara aplikast kepegawaian dengan aplikasi gaji,

v Melaporkan pelak /penyelesaian kegi Kepada KPA;
¥ Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA o

dengan Berita Acara Penyerahan; [] Tugas dan Wewenang Lainnya
v Menyimpan dan menjaga k han:seluruh dok pelal

kegiatan;
v N i dan paikan SPP ke PPSPM;
L& yampail P ikan dana kepada KPPN; dan

/ Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
: d indakan yang gaki P anggaran

1 ketepatar jangka waktu penyelessian tagihan kepada neg

1 g
: belanja negara.

L}

smenetapkan—besaren uang muka yang
[l: e barang/jasa.

o
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Pejabat 1

Pasal 190 DJEh

melaksanukan kewenangan KEA untuk melakukan pengujian
ﬁ T“gas dan Newenang tagihan dan perintahpembayaran atas beban anggaran
negara
menguji kebenaran 3PP atau dokumen lain yang
dipersamzkan ds*uav 3PP beserta dokumer
o ? Bertanggung jawab terhadap:
pendukung; m2iy 5 :
2 =. k=benzran admiristrasi, kelsngkspan administrasi, dan

¥ menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak

S 2 keabsahan administrasi ackumen hak tagih yangmenjadi
memenunl persyaratan untuk a:bay;:xan;

dagar penerbitan SPM

v membekankan tagihan pads =akun yang telah b. kebensran dan keabsahan atzs SEM

disediakan; c, akibat yang timoul darl pencujlern SPP danfatau penerbitan
¥ menerbitkan  S5EM  atau  dokumen lain  vang 520

dipersamakan dengan SEM; d. ketepatan waktu vdenerbltan S2M dan penyampalan SPM kepada

¥ menyimpan can menjaga <2utuhan seluruh dokumen K2
hak tagih;

¥ melakukan pemantavan atas ketersediaan pagu

aran, realisasi ©pelanja, dan penggunaan

TUP;

perhitungkan kewaiib

la penexrima hakx tag:
kewajiban kepada negara;

Y menerbitkan dan menyampa

nerima hak tagihan
an masih memiliki

ikan SPM ke KPPN;
v menyampaikan lap ran pelaksanaan penguijian
an perintah pembayaran Kkepada KBA s
periodi dan
v melaksanakan ki
berkaitan dengan. pelaksanaan penguiiar  dar
perintah pembayaran.

Iiress INDONESIAN TREASURY 8

Jar darn VIEWRINAnc lainnya VHNC
gas  dan NEWRNAT 110Ny yarc
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Ketentuan

Pengaturan
lainnya

kebutuhan organisasi dan diatur i - : i=pat mECstapkan Dejzbas
dat: ketent i ¥B& sger bezkcordinas: desges /L tezkait pesbergataraan pengyant: ssoenlsry
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. &
Q Jenis !
Pasal 198 - 200

* Komitmen merupaian dasar imbuinya hak tagh
« Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen fidak dapat digunakan uniuk kebuluhan lain

Terdiri
e R
@ Kontrak «Penetapan
. bukS Keputusan
pembefan’pembayara s
- surat Pernizh Kea * SR
{SPKE * surat keterangan; e
* surst perangan: S —




BE BOLD,
BE VIBRANT,
BEA

TECHNOPRENEU
R

Jenis-Jenis

Pasal 201 - 205

Bukti Pembelian/Pembayaran

iterblt Penyedia

aling <iz mamust; Tanggal Pembelian/Pambayaran,
Nama Penyedia, Uraian Barang/Jasa yang dibeli/dibayar,

Euantitas Barang/Jass yang dibeli/dibayar, dan jumlah

i 2rbitkar dan ditand paling kuxang ecleh PPK
dan Paenyaedia
g sedikic

uuzt; Tanggal Pembelian/Pembayaran,
¥ama Penyedia, Uraian Barang/Jasa yang dibell/dibavar,

* Pal

Xuantitas Barang/Jasa yang dibeli/dibayar, dan jumlah

pembayaran
* Diterbitkan sebagai pengganti bukti pembayaran d=lam
3 Deny 2 tidak > cbit) 3 €1 =mbalian
Jlterbit EFPK
dan Penyedis
+ Berisi perintah pelaksanaan pekerjaan Penyedia

¢ Pal

9 Sedlikic

uu=L: nama dan kode Satker, nomor dan

tanggal surat, nama PPK, uralan barang/jasa, nams
penyedia, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu

pelaksansan pekerjaan, nilai kontrak

Surat Perjanjian

andat

rkan  Qar

#4 paling Xurang aleh PPK  dan

Penyedia

Eorisi kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan

nama dan kode Satker, nomor dan tanggal
surat, nama PPK, uraian barang/jasa, nama penyedia, hakx dan
kawajiban para pihak, jangka waktu pelaksanaan pokerjsan, nilai
kontrak

Surat/Bukti Pesanan
* Dit clelh PPK

Dibuat
Ditujukan kepada panyedia barang/jasa dengan tujuan untuk
memesan barang/jasa melalui e-purchasing =esual denoan ketenlosn

yanc berlaku

© memnan; nama , nama yadia, B /Jasa
spesifikasi teknis barang, dan jumlah pembayaran
: sencadsan

Faling sed

rat/hukbi pesac uk

n
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Penatausahaan

Komitmen dalam bentuk
kontrak harus
didaftarkan kontrak dan
suppliernya

Kontrak

Komitmen.j)

Penetapan
Keputusan

Komitmen dalam bentuk
penetapan keputusan
didaftarkan suppliernya

Untuk Kontrak didaftarkan
ke KPEN paling lambat 5
hari kerja =ctelah
tandatangan kontrak

PPK  mendaftarkan data

supplier fantara lain
nama, NFWP, dan nomor
rekening) dan data
kontrak, nama rekanan,
nilai kontrak, jangka
waktu dan Jadwal

pembayaran) ke KPPN.

Pasal 207 DJER

KPPN

beleiis  Penerbitan Nomor

Register Supplier dan
Nomor Register Kontrak
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Pengajuan :
Pasal 208 DJek

Dapat disampalkan secara elektronik dalam hal telah

interkoneksi

corjas
perhitung
urbuk

pengsluaran ci

Pengajuan i k) 3 b
rd,

WOmMIn&t penerim

-y

yang ebih  dari

Belanja Pegawail

xewali
atau kewajiban

perpalak

pera
dan/atau

™) persyasratan lat
Dokumen Persyaratan

Lainnya

Bentuk =
Prestasi
Pekerjaan

lesaian Pekerjaan: Tagihan
Serah Terima disam o ke
oPX paling lambat
) >ayaran; 5 hari kerja

kemajuan sele
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Mekanisme S
Pasal 210 - DIED
211
. .
A
@ Tujuan Pembayaran
Digunakan untuk pembayaran
kepada: % :a'iar;“ite.l pembayaran tidak bisa langsung kepada penerima, maka dapat
Aparatur negara Penyedia melalui;
dan/atau Pihak l’ain !ne—:Jinuti 1. Bendahara Pengeluaran (Honorariim, perladic stas dasar 8%, belanja
pegawai ke a4 prgs 1 r pe srd, danfatau pejabet lainnya
perseorangan, kelompok masyarakat, setelah mendapat pe dari Kuasa BUN)
lembaga pemerintah, lembaga non 2. Bank/Pog/Lembaga Keuangan bukan Bank (3elanja Banscs, Belanja 3anper,
pemerintah, organisasi sesual peraturan peruncangan)
internasional, dan/atau badan
usaha.

@ Pelaksanaan
D L i1lakuka lui:  Bendahara

allakukan pit
pengeluaran, Bank/Pos/Lembaga Keuangan
Bukan Bank. 3esuai <etentuan perundang
unda 3




BE BOLD,
BE VIBRANT,
BEA

TECHNOPRENEU
R

Mekanisme ¥y

Pasal 212 - —

O XA

UP Tunail: UP yvang dioetlkan dalam bentuk uvung

Digunakan untuk membiayal operasional sehari-harl Satker Nopada D2/BEP melalul rekening Be/bes
dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalul up KKP: nang muka ker|a yung dibezlkan dalam bentiuk
pelunla (Llmdil) keedll kepada BP/BPE

mokanisme LS, balk secara tunal maupun non tunal LabLasah

83 exrrrme N—
1/12 darl pagu jenis belanja varg dapat dibayaykan ﬁ

lengan U don paling banyak sebapar RpS500 juta Maksimal sebesar HRp200 Juta per pel

melnbihl harun mandapstikan Lo nbeynr

rima, dpabila
bandaharaan

Batanan husaran
wlaniu Bacang, Belanis Modus, Belan)a Lain=

ALN

0] ovoivins

Revolving wpablla up Lelah  dlpergunakat pallng
wedikit 508 dan dilakukan minimal 1x per bulan

hal UP pada Dencahara Pe

mondesak/tidak dapat ditunda

) Purmuohonan pesetujunn TUP disjuban kepada Kepala KPPN il (0o mescona penggumaan TUS

2 Kopato KPPN dapat menyetujui atau menobak untuk keselurahion ate sebaglon pecmahonan

i T havus dip b Iuruhny dalam waktu 1 (satu) bulan tanggel SP20 diterbitkan dan dapat dilakukan secara hartannp. Kepala
KPEN chinpratt romreibes fhaes siieat tegurar dolnm bl seterfambaton pertunggungiwaban TUF

4 Siun TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negarm paling lama 2 (dun) harl keefn seteih bty wikiu | (xe) buleh

L] Parpanjangan pertasigungfawaban TUR melampanl 1 (aata) bulan, KA s [} lewpaca Kepala KPPN
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Pengujian

Mekanisme Langsung (LS)

* PPK melakukan pengujian materiil
terkadap tagihar yang diterima dan
kel=sngkspanr

* Pengujian dilakukan secara elektronik
terhadap kelengkapan dokumen,
kebenaran data penerima, dan
kebenaran perhitungan kewajban

vanzy tidak disampaikan dalam
bcnt:uk elektronik akan diuji secara
manual

¢*3elain menguji hkal tersebut diatas,
Jjuga Le ap» spesifikasi teknis,
kehena:an dan keabsahan bukti tagih,

serta ketepatan waktu

. am hal tagihan
ke FRK

Ponyalrpaxan SPP pﬂl:.nq lunbat

13 *\er kerja >>» aparatur

kerja »>> pihak ke-3
—'P:xl' laincya
10

sehelu

induk/bulanan

Mekanisme Uang Persediaan (UP)

Pengajuan UpP
‘1. Bendahara Pengeluaran | daftar kebutuhan UP
2. KPA menyampaikan permoh persetujuan b UP ke

KPPN berdasarkan daftar kebutuhan UP

3. KPPN memberikan persetujuan permchonan besaran UP
4. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP kepada KPA

berdasarkan persetujuan besaran UP

5. Penerbitan dan penyampaian SPP-UP paling lama 2 hari kerja.

Penggunaan UP

Pengujian PPK terhadap tagihan UP berlaku mutatis mutandis
dengan pengujian tagihan LS

2. PPK Melakukan pengujian materil terhadap tagihan dan

kelengkapan, kemudian menerbitkan Surat Perintah Bayar
(SPBY)

3. Pada penggunaan UP untuk uang muka, SPBy disertai dengan

Rencana Pelaksanaan dan Rincian Kebutuhan Dana

4. Pengujian SPBy oleh BP/BPP meliputi; Kelengkapan perintah,

kebenaran hak tagih, Ketersediaan dana, spesifikasi teknis, dan
ketepatan klasifikasi anggaran.

5. Bendahara dapat melakukan pembayaran apabila SPBy

sudah benar
Penscine Uang Muks.
mempercanagungianabian
DeEnggunaan makEimal 5
hari kerja

«

Pasal 217 -224

3 TP
Nihil/P dan SPRY
ditarbitkan mnngqunakan sistem

1 y disahkan
mgg’unakan 'r'rx ta:uaztxfzkau:.
sesuni paratuTar parundang-

n

Pertanggungjawaban
upP ’

1. Revolving dilakukan selama
dan yang dibayarkan dengan
UP magih tersedia

2. Pengajuan penggantian UP
disertai dengan SPBy dan
kelengkapannya

3. Penggantian UP terdin dari
Penggantian UP {GUP) untuk
revolving, dan GUP Nihil untuk
pertanggungjawaban UP

INDONESIAN TREASURY 18
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Pengujian SPP dan
Pasal 225 -

Pengujian SPP 226

*Dalam rangka penyelesaian tagihan, PPSPM melakukan Jangka  waktu SPP  dan
pengujian formal atas SPP beserta kalengkapannya Penerbitan SPM;

a

yang disampaikan dar!l FPK
*Pengujian dilakukan secara elektronik tcrhadan;
z) xelengkapan dckumen pendukung SEP;
zahan tanda tangan elektronik

Pembayaran

n) kebenaran dan kesb

pada SPP dengan

R :ana Xerj garan Satker;

(3. aran formal bukLi yang menjadi sembavaran; ¥
kebenarar perhitungan tagihan serta kewajiban Penyampalan
di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai 7SPMkeKPPN il

IPATUR/GUESSUP Nihil/erup digahkan

hak gih; :
) ke tian telal t ranuhinya kewa|ibar RN R
i Il Q Lerrpanu nye S=Uh iban s g s
ST g K d . menggunakan TTE tersertifikasi
an ":‘pa‘:la negaxr ¥ A \
argan  yang

>raturan F

erjaan dengan ketentuan

Frestasi
dalam per vjian/konkrak; dan P/TUP/GUE/CU? Nihil/PTUP
penggunaan  kode 0 akun  standar mengzurakan  menggunakan TTE tersertifikasi

Satker. sesual peraturan perundang-undangan
/ang  aisampailkan
Xan 5 ‘el

5 dengan DI RK
an atas kelengkapan SPP
nik zkan

tidak sacara  elek

manual
*Dalam h

mensrbitian
Ii ress INDONESIAN TREASURY 19

telah 3ssual, PRSPM dapat
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Pengujian SPM oleh KPPN dan

M
Me L iput |

n) kelengkapan BPM; Oan
B)  kebanavan P oo pan

A kahanaran dun keubuahan Lands tangan m
slaktrontik pada oMy

() Kenmsualan penulisan/pengisian Jumiah anghks

enerbitan SP2D

dan hurufl pada BEM; dad
Ll hebenar penulisan  dalam oM, bormanuk
bidak Bolah tmedapat NOAY UAlAam pam .l il P tian Ly pengultan INCAT A wlekt ni
sebiaga limana fmm ko fiinkukar torhadap
AALAZANEarmant pada siatem aplikani
Y Pensebbibn A | Ak kar wuunl fwngon p wilu
sLandar para )l nt norma wa yany
ngujian ™M Prmuaphnn olah Divekbuy Junderal Parbsndaharant
i

¥ £
“) menguil kel

sEan  parhitungan angks = bwhan At 1L InNuan TIC LA Lan
APRN  yang  buroantuy I L aw o, yaleuy dhRnarnr Roreksl/Nala LU
umian belanja/pangsivaran dik W0gl dengan Jumlan 07 Patnben &k AN . Inhag Ul el wang pads Bk, APM, dar
POLONGRN/ Pener Linaan IOGAT Jumbal  Lerakh  dalam neat o A aruazan saddIN
n) hl.n;u)l katorsndinan dana pads DIPA  debgsn  yand RATER . SBR
| prrubabhan  hods  bhagiar ANUOAT AN ' '
dloantumkan pada HEM) 1y dn Al
Q) menguyl Kenmuunian Lagihan Umiigmn et
porianiian/kontras sLau perubalal fatu pagavwn
yangralah diaampatkan kepacs KERN)  dar

A} menguil persyaratan penosiran dans
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